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WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTAMNG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGER! PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,
Menimbang : bahwa urtuk melaksanakan ketentuan Pasal -°
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 20°
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikes
kKota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kot
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sckoi
Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Mengingat : 1. Pasal 13 aval (6) Undang-Undang Dasar Negars
Republik Indonesia Tahun 1945:;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentan;
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota H2si
Dalam Lingkungan Daerah Propinst Summates
Utara Lembaran Negara Republik indones:
Tahun 1056 Nomor 59, Tambahan Lembirar
Negara flepublik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 reneng
Sistem Pendidikan Nasional (Lembarayn Nejr

Republik indonesia Tahun 2003 Nomaoi
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republi
indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahar
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5035

5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 renan,
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (enang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaher
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubalh beberapa kah terakhi
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahuin 2077
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahar
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarar
Negara Fepublik Indonesia Nomor 5679}

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negaie
Republit: Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 5601):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 187
tentang Perluasan Daerah KRotamadya Medal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 197
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 3005):

9. Peratursn Pemerintah Nomor 50 Tahun 1941

tentang Pembentukan Kecamatan Berastagl D

Mardinding Di  Wilayah Kabupaten Dacral

Tingkat {1 Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hu

Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayal

Kabupalen Daerah Tingkat [I  Simalungun

Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupates

Daerah Tingkat |l Dairi Dan Kecamatan Meder

Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan

Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan

Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamad o

Daerah Tingkat !l Medan Dalam Wilayvah Propins

Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lemharar

Negara Hepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1gus
tentang Pembentukan 18 (Delapan  Belas:
Kecamaran Di Wilayah Kabupaten-sabupaten
Daerah Tingkat 11 Simalungun, Dairi. Tapanul
Selatan, Karo, Tapanul Utara, Tapanuli Tengan
Nias, Langkat dan Wilavah Kotamadva Dacral
Tingkat 1l Medan dalam Wilayah Propinsi Daeral
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Neaga
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63,
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11,

12,

13.

14,

15.

16.

(5

Peraturan Pemernialh Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembarar:
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor <

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoness
Nomor +496), sebagaimana telah diubah dengat
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201C
tentang Perubahan Kkedua Atas Peraturar
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670

Peraturun Pemerintah Nomor 47 Tahun JOU=
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambunor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1862

Peraturan Pemerinteh Nomor 48 Tahun 200%
tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsi
Nomor 4364);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201¢
tentang Pengelolzahan  dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 2010 Nemor 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 5705
sebagaimana telah  diubah dengan Peratural
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 teniang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan
Penvelerggaraan Pendidikan (Lembaran Nepaio
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1.2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon=sia
Nomor 5157);

Peraturan Mentenn Pendidikan dan hebuda;azi
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengeloiac
pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dar
Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |«
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Ja&n
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik ndonesia
Tahun 2017 Nomor 451},
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17. Peralurany  Daeralhh  Rota Medan Nomuo
Tzhun 2016 tentang Pembentukan Perangkal
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Meda)
Tahun 2016 Nomor 15. Tambahan Lembarar
Daerah Kota Medan Nomor 3);

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daeran
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomaor !
sebagainiana telah diubah dengan Peraturan Wgl
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentarns
Perubahan Atas Peraruran Wali Kora Medar
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Reduduian
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 40}

19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungs: [Dinas
Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Meda
Tahun 2017 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTURAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI FADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAR

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Keta ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerch  adalah penyelenggaraan Urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwalkilas
rakvat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prins.p
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuc
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indones.
Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagal ursuw
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yvang  memurph

pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangsr
daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
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5. Dinas adalah Dinas Pendidikan kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

8. Sekolah Dasar Neger yang selanjutnya disingkat SD Neger
adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;

9. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi 1ugas
tambahan sebagai kepala sekolah:

10. Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disingkat UPT adaind
UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan

BAB 11
PEMBENTUKAN, REDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Fembentukan

Pasal 2

(1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungar
Dinas.

(2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam
lampiran | yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dar
peraturan wali kota im

Bagian kedua
kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragrafl |
Kedudukan

Pasal &

(1) UPT Sekolah Dasar Neger merupakan UPT yang berada |
lingkungan Dinas.

(2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayval |
dipimpin oleh scorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas
tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
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(2) Pengangkatan kepala lala usaha dilaksanakan oleh kepala dinus
berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalaa
Pasal 6 avat (1) huruf ¢, direalisasikan pengisian jabatannye
berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaannya telah
memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang:

undangan.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin aleb
seorang pejabat fungsonal guru, pustakawan dan/atau pejalin
fungsional lainnya yang diben tugas tambahan uriul
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengcloh
perpustakaan, dan ber:angungjawab kepada Kepala UPT

(3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2
ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundani:
undangan.

(4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh kepi
Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

BAB Il
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Neger adalah :

a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolat
Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana
strategis, kurikulum dan rencana kerja Dinas untuk
terlaksananya sinergitas perencanaan,

b. menyusun bahan lebijakan teknis operasional, stanci
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, anais:
jabatan, analisis beban kerja, evaiuasi jabatan, dan standa
lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebit
lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranva aktivitas dan
tugas secara optimal;

¢. membagi tugas, pembimbingan. penilaian, penghargran. dan
penegakan / pemrosesai Kedisiplinan Pegawai ASN (rewwrd dind
punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Lusar
Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan:

d. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

e. merumuskan tujuan dan target mutu vang akan dicapai;
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. menganalisis taniangan, peluang, kehualan, dan  Kelenialin
sekolah;

g melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah seri
keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite
sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan:

h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasii i it
menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta did:k di:
masvarakat;

i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan renags
kependidikan  dengan  menggunakan sistem  pemberiar
penghargaan atuas prestas dan sangsi atas pelanggaran peratura
dan kode etik;

j. menciptakan lingkurgan pembelajaran vang efektil bagi peser
didik;

k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab afas perencan
partisipatif mengenai pelaksanaan kil lum:

. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, se i
memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinera
sekolah;

m. melaksanakan penyusunan dan memtutuskan tata tertib proses
belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait unTik
meningkatkan mutu  pendidikan berdasarkan  peraturan
perundang-undangan.

n. memifasilitasi pengembangan. penvebarluasan, dan pelaksanazti
visi pembelajaran vang dikomunikasikan dengan baik do
didukung oleh komuniias sekolah;

o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolad
dan program pembelajaran yvang kondusif bagi proses belajas
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan teraga
kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama Dalk
lembaga dan profesi;

p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumnibe
dava sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang ama>
schat, efisien dan efekrif;

g. menjalin kerja sama dengan orang iua peserta didik .
masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan den
kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumbe:
dava masyarakat;

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan

s. melaksanakan tugas-tugas lain yvang diberikan oleh kepala dinas

™

Bagian Kedua
kepala Tata Usaha

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegian
pembelajaran Sekolalh Dasar Negeri dengan mempedoman
rencana umum Kota, rencana strategis. kurikulum, dar rencana
kerja Dinas untuk terlaksananya sinergilas perencanaar
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(2]

(3)

(1)

(2]

(3)
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melaporkan hasil pelaksanaan Lugas kepata RKepala UPT, dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasal 12

Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksars
berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis
beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perunding

undangan;

Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya seclaku
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan perarcray
perundang-undangar:

Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahars
Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KENJA

Pasal 13

Dalam rangka menirgkatkan kualitas pelavanan pendidikas
formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetaphkal
standar pelavanan, standar operasional prosedur, katak
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei sepussar
Masvarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasark:
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan
prinsip  koordinasi,  integrasi dan  sinkronisasi  untuk
terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan
pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila ter@ad
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperluka:
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordmasikas

bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk oag
pelaksanaan tugas bawahannya
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(5) Kepala UPT wajib mengikuli dan mematuhi peraluran peruiniang
undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas daf
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan vang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penvusunan
laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahannya.
(7) Kepala UPT dalam penvampaian laporan kepada Kepala iinas

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuarn orgaiiscs
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

(8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan [ugas Kepala UM
memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengacaki
rapat berkala.

BAB \
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka:
pengundangan Peraturan Wali Kota inmi dengan penempalal ni:
dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februan 2018

WALI KOTA MEDAN,
td

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februan 2018

SEKRETARIS DAERAH KCTA MEDAN.
ttd

SYAIFUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 20
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